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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 November 1980,

agama lIslam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di
Kabupaten Kubu Raya, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 18 Mei 1980, agama
Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD,
tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember

2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada

tanggal 02 Desember 2020 dengan register perkara  Nomor

672/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2001, Penggugat dan tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 507/01/VIII/2001 tanggal 1
Agustus 2001;
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2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat selama 7 (Tujuh) tahun, kemudian pindah ke
rumah sewa selama 12 (dua belas) tahun hingga berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3
(tiga) anak yang bernama:

3.1. Anak | lahir di Pontianak, tanggal 25 Agustus 2002, sekarang anak
tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;

3.2.  Anak Il lahir di Pontianak, 10 Maret 2008, sekarang anak tersebut
berada dibawah asuhan Penggugat;

3.3. Anak lll lahir di Kubu Raya, 11 Oktober 2013, sekarang anak
tersebut berada dibawah asuhan Penggugat

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 mulai tidak harmonis dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

5.1. Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

5.2. Tergugat sering keluar malam dan marah-marah terhadap
Penggugat;

5.3. Tergugat sering mengucapkan Talak terhadap Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
November 2020 yang di sebabkan Tergugat menjual semua barang dan
perabotan yang ada di rumah, dan Tergugat marah dengan menodongkan
senjata tajam (pisau), kemudian pada tanggal 23 November 2020
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah
orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua
Tergugat;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga
dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;
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Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cqg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai wakil/lkuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor
672/Pdt.G/2020/PA.Sry tanggal 7 Desember 2020 yang dibacakan di muka
sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena
ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam
persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun
kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat
menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya karena ingin rukun
kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat
sebagaimana diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian
antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan
secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama
Sungai Raya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal
65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Penggugat menyatakan mencabut permohonannya
karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan
oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan/atau tanpa
dihadiri oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut
tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir
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dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat
dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
Menyatakan perkara nomor 672/Pdt.G/2020/PA.Sry, dicabut;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid,
S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.l. dan Rasmi Nindita, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.L.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I. Rasmi Nindita, S.H.
Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.
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Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah : Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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